
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBONm
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PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 40 TAHUN
2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPAKALI DIUBAH,

TERAKHIR DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK

PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK.03/2014 tentang Bank
Perkreditan Rakyat disebutkan bahwa Pengangkatan Kembali
Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh RUPS
harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhimya masa
jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

b. bahwa sehubungan dengan ketentuan mengenai Pemberlakuan
Merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
di Kabupaten Cirebon belum terlaksana, serta untuk mengatasi
terganggunya permasalahan keberlangsungan operasional PD BPR
dimaksud, maka dipandang perlu untuk segera menyesuaikan
ketentuan mengenai pengangkatan kembali Direksi dan Dewan

I Pengawas pada PD BPR yang Direksi dan Dewan Pengawasnya
terancam tidak terisi akibat belum diberlakukannya merger PD
BPR dimaksud;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon 40 Tahun 2011 tentang
Penunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat sebagaimana telah beberapakali diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dengan Peraturan
Bupati.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji
Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank
Perekreditan Rakyat (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5331);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.017/1993 tentang
Bank Perkreditan Rakyat;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;



12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014
tentang Bank Perkreditan Rakyat;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan
Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 93) sebagaimana telah beberapakali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan
Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2015 Nomor 185, Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2009 Nomor 11, Seri E.5) sebagaimana telah beberapakali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013
Nomor 2, Seri E.2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat sebagaimana telah beberapakali diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon, (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 4, Seri E.2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR
40 TAHUN 2011 TENTANG PENUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPAKALI DIUBAH, TERAKHIR
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 15
TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI
KABUPATEN CIREBON

PASALI

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2011
tentang Penunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan



Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat di Kabupaten Cirebon, diubah sebagai berikut :
Ketentuan Bab I Pasal 1 angka 6.b diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
6.b. Pengangkatan kembali Direksi PD BPR dan Dewan Pengawas PD

BPR atau dengan sebutan Perpanjangan Masa Jabatan Direksi
PD BPR dan Dewan Pengawas PD BPR adalah Perpanjangan
Pengangkatan Kembali Masa Jabatan Direksi PD BPR dan
Dewan Pengawas PD BPR pada BPR yang sama sampai
terlaksananya merger/penggabungan PD BPR di Kabupaten
Cirebon.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 Juni 2016

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 17 Juni 2016

SEKRETARIS J3UPATEN CIREBON

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 28 SERI S.22




